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ABSTRACT: This study aims to determine the level of perception and participation of
the community around the Bintuni Bay Nature Reserve area and to provide
recommendations with active community involvement. This study was conducted in
Korano Jaya SP2 and Banjar Asoy SP4 Villages, Manimeri District, Teluk Bintuni
Regency. In this study, based on the excessive use of nature reserves, it requires the views
of the community around the nature reserve area, the approach used to obtain information
by means of interviews or Forum Group Discussion and analyzed using a Likert scale.
The results of this study indicate that community participation in order to be involved in
the management of the nature reserve area is very high, the lack of public knowledge of
the nature reserve area makes people often use the area as a place to catch crabs, shellfish
(The Locals called as Bia) and fish for sale, sometimes for consumption As a
recommendation from the results of this study is to provide an understanding for the
community about the preservation of nature reserves and formulate several strategies that
can be used as a support for the community's economy and community involvement in
the nature reserve area.
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PENDAHULUAN

Provinsi  Papua Barat resmi
mendekralasikan diri sebagai Provinsi
Konservasi pertama di Indonesia pada
tanggal 19 Oktober 2015.
Pendeklarasian Provinsi Papua Barat
sebagai Provinsi Konservasi karena dari
34 provinsi yang ada di Indonesia, Papua
Barat merupakan provinsi dengan
potensi sumberdaya alam yang masih
tinggi, sepertihutan, pertambangan,

[CD) ev-sn |

pertanian dan perkebunan. HutanPulau
Papua  (termasuk  Papua  Barat)
merupakan paru-paru terakhir dunia.
Luas kawasan hutan di Provinsi Papua
Barat berdsarkan  SK.783/Menhut-
11/2014 tanggal 22 september 2014
tentang Kaasan Hutan Provinsi Papua
Barta seluas + 30.387.499 Hektar, yang
terdiri dari (1) Kawasan Suaka Alam
(KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (
KPA), seluas * 2.640.258 hektar.
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Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas +
1.631.589 hektar, (3). Kawasan Hutan
Produksi Terbatas (HPT), seluas =+
1.778.480 hektar, (4). Kawasan Hutan
Produksi Tetap (HP), seluas + 2.188.160
hektar. Kawsan Jutan Produksi yang
dapat  dikonversi  (HPK) seluas
1.474.650 hektar (BAPPEDA Provinsi
Papua Barat, 2017). Seiring dengan
penetapan Kabupaten Teluk Bintuni
sebagai kawasan konservasi
keanekaragan hayati, pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Teluk Bintuni juga terus meningkat. Di
bidang kehutanan, beberapa
HPH/IUPHHK beroperasi di kawasan
hutan mangrove Kabupaten Teluk
Bintuni. Di bidang pertambangan,
perusahaan LNG/BP tangguh beroperasi
menambang minyak dan gas bumi di
perairan lautTeluk Bintuni. Keadaan ini
tentu menyebabkan tekanan yang lebih
tinggi terhadap pemanfaatan
sumberdaya alam. Kepedulian terhadap
lingkungan kawasan konservasi hutan
tidak hanya berada di pundak
pemerintah untuk mengelola dan menata
hutan akan tetapi juga dukungan berupa
peran dan partsipasi masyarakat
khususnya masyarakat yang bermukim
di sekitar hutan cagar alam. Program-
program pembangunan yang
memanfaatkan sumberdaya alam secara
lestari untuk Kkesejahteraan masyarakat
lokal  sangat diperlukan  untuk
mendukung keberlanjutan dari kawasan
konservasi. Salah  satunya dapat
dilakukan  melalui  pengembangan
ekowisata dan jasa lingkungan berbasis
masyarakat adat yang tersedia di setiap
wilayah, termasuk kawasan konservasi
Cagar Alam Kabupaten Teluk Bintuni.

METODOLIGI PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
Distrik Manimeri Kampung Korano Jaya

SP2 dan Kampung Banjar Asoy SP4,
yang merupakan salah satu tempat yang
letaknya di sekitar kawasan Cagar Alam
Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten
Teluk Bintuni-Papua Barat. Waktu
penelitian direncanakan berlangsung
selama kurang lebih 1(satu) bulan, yaitu
dari tanggal 30 September 2020 sampai
dengan — tanggal 31 Oktober 2020.

Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan teknik pengamatan langsung dan
wawancara. Subyek penelitian adalah
masyarakat asli Bintuni pemilik hak
ulayat dan masyarakat transmigasi yang
tinggal di wilayah distrik Manimeri yang
terlibat dalam kegiatan ekowisata dan
jasa lingkungan di kawasan Cagar
Biosfer Kabupaten Teluk Bintuni,
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi
Papua Barat.

Analisis Data

Data  persepsi akan diolah
menggunakan  tabulasi  sederhana
dengan bantuan software Microsoft
Excel . Analisis yang digunakan untuk
mengukur persepsi masyarakat adalah
Metode Skala Likert dan indeks persepsi
masyarakat (IPM). Metode Skala Likert,
yaitu  metode untuk  mengukur
luas/dalamnya persepsi, pendapat dan
dari responden. Sedangkan untuk data
partisipasi dilihat dari beberpa dokumen
kegiatan instansi terkait dan
dokumnetasi  kegiatan-kegiatan pada
saat peneliti berada dilapangan. Dalam
metode ini sebagian besar pertanyaan
dikumpulkan, setiap pertanyaan disusun
sedemikian rupa sehingga bisa dijawab
dalam lima tingkatan jawaban. Urutan
untuk skala Likert menggunakan lima
angka penilaian dengan bobot nilai
masing-masing seperti disajikan pada
Tabel 1
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Tabel 1. Tabel Scoring Scala Likert

No. Kriteria Skor

1 Sangat Tidak 1
(Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu)

2 Kurang 2
(Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu)

3 Netral 3

4 Cukup 4
(Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu)

5 Sangat 5

(Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu)

Adapun kategori penilaian responden
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Presentase Nilai

Jawaban Kiteria

0%-19.99 % Sangat (Setuju / Penting/bermanfaat/ baik/ Tahu)

20%-3999 % Kurang (Setuju/ Penting/bermanfaat/ baik/ Tahu)
40%- 5999 % Netral/cukup
60%-7999 % Cukup (Setuju / Penting/bermanfaat/ baik/ Tahu)

80%-100% Sangat (Setuju / Penting/bermanfaat/ baik/ Tahu)

Data tingkat partisipasi  akan
dianalisis dengan indeks partisipasi (IP),
yaitu ukuran aggregatif yang disusun
untuk mengukur suatu variabel tertentu
dalam hal ini partisipasi masyarakat.
Indeks partisipasi masyarakat
merupakan ukuran agregat untuk menilai
persepsi masyarakat tentang isu tertentu
dengan rentang nilai 0 hingga 100.
Indeks partisipasi ini berusaha mengukur
tingkat partisipasi masyarakat dari
derajat keterlibatan dalam berbagai
aktivitas pemanfaatan Cagar Biosfer
Kabupaten Teluk Bintuni. Derajat
keterlibatan masyarakat diukur dengan
instrumen  partisipasi dari  Arnstein
(1969) yang dikenal dengan tipologi
delapan tangga partisipasi masyarakat
(eight rungs on the ladder of citizen
participation).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan
jenis tingkat pendidikan pada Kampung
Banjar Asoy SP2 dan Kampung Korano
Jaya SP4.

Tabel 3. Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden Masyarakat ~ Responden Masyarakat
Umur Banjar Asoy Korano jaya Total
(Tahun) Presentase Responden
Jumlah  Presentase %  Jumlah
SD 5 13% - -
SMP - 10% 1 3%
SMA 7 18% 14 35%
D3 1 3% 3 8%
3
1

40

S1 8% 1 3%
S2 3%

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka
dapat dilihat bahwa Tingkat Pendidikan
pada Kampung Banjar Asoy SP4 untuk
SD 13%, SMP 10%, SMA 7%, D3 3%,
S18%, dan S2 3% sedangkan pada
Kampung Korano Jaya SP2 memiliki
tingkat pendidikan untuk SD 0%, SMP
3%, SMA 35%, D3 8%, S1 3% dan S2
0%. Karakteristik responden
berdasarkan umur pada Kampung Banjar
Asoy dan Kampung Korano Jaya Distrik
Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel 4. Karakteristik Responden
Berdasarkan Umur

Responden Masyarakat  Responden Masyarakat
Banjar Asoy SP4 Korano jaya SP2

Jumlah  Presentase % Jumlah Presentase %

Tota
Responden

Umur
(Tahun)

0-14 . -
15- 64 21 53% 19 48% 40
65 <

Berdasarkan Tabel 4 diatas maka
dapat dilihat bahwa umur responden
pada Kampung Banjar Asoy SP4 53%
Responden, memliki kisaran umur 15-64
Tahun. Sedangkan pada Kampung
Korano Jaya 48% Responden, memiliki
Kisaran umur 48%.

Analisis Data Presepsi

Pesepsi masyarakat terhadap manfaat
mangrove pada KCATB dapat dilihat
pada tabel 14.

192



CASSOWARY volume 4 (2) Juni 2021: 190-204

Tabel 5. Jawaban Pertayaan Nomor 1
(Satu)

Jumlah Responden Lresetase

No Tanggapan Bobot coes St Re@pondm TXPn
e Menjawab (%)
1 SS 5 33 82.50% 165
S 4 6 15.00% 24
R 3 1 2.50% 3
KS 2 0 0
SKT 1 0 0
Total Responden 40 100.00%
Total Skor 192
Sumber : Analisis Data Pnmer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Rendah
20-39.99 Rendah
40-5999 Cukup
60-79,99  Tinggi
80-100 Sangat Tinggi
Mengenai pertayaan manfaat

Kawasan Cagar Alam Kabupaten Teluk
Bintuni (KCATB) apakah bermanfaat
bagi kehidupan masyarakat sekitar,
masyarakat menjawab sangat setuju
dengan presentase 82.50% yang
mengatakan  bahwa secara tidak
langsung  kawasan  cagar  alam
Kabupaten Teluk Bintuni telah menjadi
sumber pangan dan tempat mata
pencarian sehari-hari masyarakat yang
tinggal sekitar kawasan cagar alam, hal
ini dikarenakan kehidupan masyarakat
sehari-hari  sering masuk kedalam
kawasan cagar alam mencari Kkerpitng,
kerang, dan ikan untuk dikomsumsi
sehari-hari dan ada pula yang dijual
untuk memenuhi kebutuhan keluarga
lainya. Oleh karena itu Kkehidupan
masyarakat sangat bergantung pada
kawasan cagar alam kabupaten teluk
bintuni, ditambah lagi hampir semua
masyarakat yang tinggal sekitar
Kawasan cagar alam pekerjaan utama
sebagai nelayan. Namun 15.00%
responden menjawab setuju karna
perkerjaan utama mereka bukan nelayan
melainkan guru honorer, PNS dan ada
juga sebagai kontraktor, maanfaat
KCATB bermanfaat bagi mereka untuk,
menahan erosi serta menjaga lingkungan
agar tetap terlihat alami, kadang kala
juga sebagai tempat penyalur hobi

memancing di saat hari-hari libur. Ada
juga 2.50% responden menjawab netral
hal ini dikarnakan kuranya pemahaman
yang cukup dan tingkat pendidikan yang
kurang menyebabkan responden kurang
memahami pentingya KCATB. Dari
total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan satu adalah
sebesar 192. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertanyaan yaitu 19
2/ 200 X 100% = 96%, sehingga nilai
indeks-nya masuk kategori Sangat
Tinggi karena masyarakat sangat
tergantung pada KCATB. Persepsi
masyarakat terhadap kelestarian
KCATB dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jawaban Pertayaan Nomor 2
(Dua)

Jumlah Presentase
No Tanggapan Bobot Respodenyang Rensponden TXPn
memiih Menjawab (%)

SS 5 32 80.00% 160
S - 8 20.00% 32
R 3 0 3

KS 2 0 - 0

SKT 1 0

Total Responden + Total

Presentase Responden

Total Skor 192

40 100.00%

Sumber : Analisis Data Primer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Rendah

20-39.99 Rendah
40 -59,99 Cukup
60 -79.99 Tinggi
80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi  masyarakat  mengenai
kelestarian KCATB perlu dijaga
sebagian besar responden menjawab
80.00% .mengenai kelestarian KCATB,
hinga saat ini masyarakat membutuhkan
peran  pemerintah  daerah  atau
pemerintah provinsi dalam hal ini dinas
kehutanan provinsi papua barat agar
membantu  masyarakat  khususnya
masyarakat lokal yang mempunyai hak
ulayat membangun pos-pos jaga agar
fungsi kontrol atau monitoring kawasan
dapat dilakukan maksimal. KCATB
menjadi Kawasan yang sering dimasuki
nelayan untuk mencari kepiting, kerang
dan ikan. dari hasil monitoring
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masyarakat lokal sekitar KCATB yang
mempunyai hak ulayat dalam Kawasan
cagar alam, sering kali menemukan
nelayan yang mengunakan obat kimia
atau obat tradisional yang diracik untuk
meracun  ikan. dengan  demikian
membuat spesies hewan dan tumbuhan
sekitar dapat mati akibat tercemar racun
yang disebakan oleh obat kimia dan obat
tradisional yang digunakan para nelayan
untuk mendapatkan ikan dengan cara
yang cepat tanpa mau menunggu.
Namun 20.00% responden mempunyai
pandangan yang berbeda, responden
mengangap bahwa kelestarian KCATB
harus muncul dari masyarakat itu
sendiri, apalagi masyarakat yang sering
memanfaatkan KCATB sebagai tempat
mata pencarian ikan, kepiting dan
kerang.

Responden mengangap bahwa terkait
kelestarian lingkungkan adalah tangung
jawab kita bersama dan saling menegur
satu sama lain jika seorang melakukan
hal-hal yang diangap merusak sekitar
kawasan segera dilaporkan kepada
pemilik hak ulayat agar dikenakan sangsi
atau denda adat. Dan tetap mematuhi
aturan-aturan adat yang telah ditentukan
oleh pemilik hak ulayat karna dengan
adanya aturan-aturan yang telah dibuat
oleh pemilik hak ulayat sebenarnya
sudah cukup.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan dua adalah
sebesar 192. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertayaan yaitu 192 /
200 X 100% = 96%, sehingga nilai
indeks-nya masuk kategori sangat tinggi,
karena masyarakat sangat mengiginkan
KCATB tetap lestari.

Tabel 7. Jawaban Pertayaan Nomor 3
(Tiga)
Jumlah Presentase

No Tanggapan Bobot Responden yang Renspond TXPn
memiih Menjawab (%)

SS 5 11 27.50%
S 4 17 42.5
3 R 3 5 12.5
KS 2 Y 17.5

% 68
% 15
% 14
SKT 1 0 - 0
Total Responden + Tota
Presentase Responden

Total Skor 152
Sumber : Analisis Data Pamer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Setuju

S S S

40 100.00%

20 -39,99 Rendah
40 -59,99 Cukup
60 - 79,99 Tinggi

80-100 Sangat Tinggi

Persepsi mengenai pertayaan
kerusakan hutan mangrove pada
KCATB, akibat pemanfaatan yang
kurang bijak dapat merusak kawasan
cagar alam presentase masyarakat yang
menjawab sangat setuju sebesar 27.50%.
Hal ini  dikarenakan ~ minimnya
pengetahuan  dan  wasasan  bagi
masyarakat lokal maupun masyarakat
transmigrasi yang tinggal disekitar
KCATB, disisi lain pemanfaatan yang
berlebihan seperti penangkapan
kepiting, kerang dan ikan secara
berlebihan sacara tidak langsung dapat
merusak ekosistem sekitar kawasan.
Dengan demikian masyarakat
mengiginkan adanya kegiatan
pendampingan dan sosialisasi dari dinas
perikanan untuk dapat mengajarkan
budidaya kepiting. Namun 42.50%
Responden menjawab setuju yang
arahnya responden menyadari bahwa
berbagai upaya telah dilakukan untuk
memberikan arahan bagi masyarakat
agar mengambil atau mencari kepiting,
kerang dan ikan sesuia kebutuhan,
namun faktor ekonomi membuat
beberapa nelayan mencari  hasil
tangkapan lebih tanpa memikirkan
dampak yang akan terjadi salah satunya
melangar daerah-daerah penangkpan
yang telah ditentukan pemilik hak ulayat
dan berdampak besar jika dilakukan
terus-menerus dapat menguragi populasi
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dan menghancurkan ekosistem
sekitarnya.

Selanjutnya ada pula 12.50%
responden menjawab bahwa

penangkapan dilakukan sudah sudah
sesuai tempat yang telah disetujui oleh
pemilik hak ulayat namun responden
menyadari bahwa jika kondisi tidak
memungkinkan untuk target
penangkapan dalam perhari maka,
responden yang profesinya sebagai
nelayan kadang mencari tempat baru.
Yang potensi mendapatkan hasil
tangkapan lebih untuk memenubhi
kebutuhan target tangkapanya.

Ada juga prespsi masyarakat 17.50%
menjawab bahwa, Ketika masuk dalam
KCATB untuk mencari kepiting, ikan
dan kerang, tidak mengetahui terkait
dengan wilayah-wilayah mana yang bisa
digunakan sebagai tempat penangkapan
yang mereka tahu bahwa mengambil di
semua Kawasan bisa dikarnakan
responden mengangap bahwa tempat
menangkap adalah hak ulayat miliknya,
hal ini terjadi karena minimnya
pengetahuan responden terkait dengan
fungsi KCATB.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertanyaan tiga adalah
sebesar 152. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertayaan yaitu 152 /
200 X 100% = 76%, sehingga nilai
indeks-nya masuk kategori sangat tinggi,
karena masyarakat menyadari bahwa
kerusakan yang terjadi pada KCATB
akibat

Persepsi masyarakat terhadap
kerusakan hutan mangrove Kkarna
pemanfaatan yang kurang bijak/merusak
dapat dilihat pada Tabel 7 dari
pemanfaatan yang berlebihan, karna
kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai fungsi KCATB.

Persepsi masyarakat terkait
pengelolaan/pelestarian KCATB yang
melibatkan peran masyarakat sekitar.
Dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jawaban Pertayaan Nomor 4
(Empat)

Jumlzh Presentase
No Tanggapan  Bobot Responden Rensponden TXPn
yang memith ~ Menjawab (%)
SS 5 31 78% 155
S 4 20% 32
4 R 3 3% 3
KS
STS 1
Total Responden + Total
Presentase Responden
Total Skor 190
Sumber : Analisis Data Pnmer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Rendah

0
0

o O - »

20 -39,99 Rendah
40 -59,99 Cukup
60 -79,99 Tinggi

80 - 100 Sangat Tinggi

Persepsi mengenai pertayaan terkait
pengelolaan KCATB melibatkan
masyarakat sekitar 78.00% masyarakat
menjawab sangat setuju bahwa untuk
tahun 2020 ini belum ada kegiatan di
KCATB yang melibatkan masyarakat,
namun pada tahun 2013-2019 ada
beberapa kegiatan yang dijalankan, salah
satunya pemetaan partisipatif KCATB
olen (World Wide Fund for Nature)
WWF berkolaborasi bersama
masyarakat lokal yang mempunyai hak
ulayat dan ada juga kegiatan penanaman
atau reboisasi oleh dinas kehutanan
provinsi papua, polres teluk Bintuni,
masyarakat lokal dan masyarakat
transmigrasi. ada juga yang mengikuti
sosialisasi oleh PEMDA terkait dengan
fungsi KCATB. Kegiatan-kegiatan
seperti inilah yang diharapkan oleh
masyarakat. terutama masyarakat lokal
yang mempunyai hak ulayat sekitar
KCATB.

Namun persepsi responden 20.00%
memberikan jawaban setuju, terkait
pengeloalan dan pelestarian KCATB,
tetapi harus melibatkan masyarakat lokal
ketika ada kegiatan atau program pada
KCATB maka harus koordinasi bersama
masyarakat pemilik hak ulayat terutama
dalam pemetaaan wilayah adat. dan
program-program pelestarian salah satu
contonya kegiatan reboisasi dimana
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masyarakat  pemilik  hak  ulayat
dilibatkan dalam penyedian bibit dan
penanaman kembali bukan orang luar
yang tidak memiliki hak ulayat yang
dilibatkan.

Ada pula 3% responden menjawab
netral hal ini dikarnakan proses
keterlibatan masyarakat lokal dan
masyarakat transmigrasi yang hidup
sekitar KCATB mengatakan sejauh ini
telah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan
yang di adakan oleh pemerintah dan
LSM berjalan dengan baik sehingga
masyarakat sudah mulai tahu batasan-
batasan KCATB yang boleh
dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh
dimanfaatkan sesuia dengan batasan-
batasan wilayah yang telah di tentukan
masyarakat lokal pemilik hak ulayat.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan empat adalah
sebesar 190. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertayaan yaitu 190 /
200 X 100 % = 95%, sehingga nila
indeks-nya inya masuk kategori sangat
tinggi, karena ~masyarakat sangat
mengharapkan  adanya keterlibatan
masyarakat lokal maupun masyarakat
trasnmigrasi dilibatkan dalam
pengelolaan KCATB.

Persepsi  masyarakat  mengenai
KCATB dijadikan sebagai tempat wisata
dapat lihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jawaban Pertayaan Nomor 5
(Lima)

Jumlah Presentase
No Tanggapan Bobot Responden yang Rensponden TXPn
memiih Menjawab (%)

SS 5 15 37.50% 5

S 4 16 40.00% 64

R 3 4 10.00% 12

KS 2 3 7.50% 6

STS 1 2 5.00% 2

Total Responden + Total
Presentase Responden

Total Skor 159

40 100%

Sumber : Analisis Data Pnmer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Setuyju

20-39,99 Rendah
40-59,99  Cukup
60 - 79,99 Tinggi

80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi  masyarakat  mengenai
KCATB dijadikan tempat wisata
37.50% menjawab Sangat Setuju
dikarnakan potensi dan keindahan
KCATB masih alami, tempat wisata
yang diiginkan oleh masyarakat adalah
tempat penjualan makanan tradisional
serta tempat mancing. Kemudian
40.00% menjawab setuju akan tetapi
tempat wisata bernuasa kearifan lokal
serta menjual produk-produk asesoris
dan makanan khas tradisional yang akan
di kelola oleh masyarakat lokal sekitar
KCATB agar menjadi  sumber
penghasilan tambahan bagi masyarakat
lokal dan mendorong pertumbuhan
ekonomi pada masyarakat.

10% responden menjawab Netral, hal
ini  menunjukan bahwa responden
mengatakan bisa dilakukan akan tetapi
tetap melihat pada kondisi KCATB agar
tidak merusak lingkungan, ada pula
7.50% respoden menjawab bahwa
kurang setuju jika KCATB di jadikan
sebagai tempat wisata dikarnakan
responden menganggap bahwa SDM
dalam mengelola KCATB belum
memadai atau belum siap, 5.00 %
menjawab sangat tidak setuju, hal ini
menurut responden berbanding terbalik
dengan fungsi dan manfaat KCATB
dimana KCATB sebagai salah satu
penyangga  kehidupan  masyarakat
Kabupaten Teluk Bintuni, jika di jadikan
tempat wisata berlahan-lahan
pembukaan tempat/lahan, secara besar-
besaran dapat terjadi. Secara tidak
langsung dapat merusak KCATB dan
pada status Kawasan Cagar Alam sendiri
menurut  perutukanya bahwa tidak
diperbolehkan untuk melakukan aktifitas
apapun didalam KCATB.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan lima adalah
sebesar 159. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertayaan yaitu 188 /
200 X 100 % = 79.50%, sehingga nilai
indeks-nya masuk kategori sangat tinggi,
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hal ini menunjukan bahwa persepsi
masyarakat terkait KCATB dijadikan
tempat wisata sangat diiginkan oleh
masyarakat, akan tetapi melihat dari
beberapa aspek antara lain pengetahuan
masyarakat terkait batasan-batasan
KCATB kemudian dilihat kembali
kawasan-kawasan mana saja yang bisa
dijadikan tempat wisata agar tidak
merusak lingkungan. Konsep tempat
wisata yang dimaksudkan juga ialah
menjual asesoris-asesoris dari kerajinan
masyarakat lokal ~dan  makanan
tradisional. Namun harus dikelola oleh
masyarakat lokal sendiri.

Persepsi  masyarakat  mengenai
pengelolaan hutan mangrove menjadi
tangung jawab Bersama dapat lihat pada
tabel 10.

Tabel 10. Jawaban Pertayaan Nomor 6
(Enam)
Jumlah Presentase

No Tanggapan  Bobot Responden Rensponden TXPn
yang memiih Menjawab (%)
SS b} 30 75.00% 150
S 4 8 20.00% 32
6 R 3 2 5.00% 6
KS 2 0 - 0
SKT 1 0 - 0
;otal Responden + Total 40 100.00%
resentase Responden
Total Skor 188
Sumber : Analisis Data Primer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Setuju

20-39,99  Rendah
40-59,99  Cukup
60-79,99  Tinggi

80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi masyarakat mengenai
pengelolan hutan mangrove 75.00%
responden menjawab Sangat setuju
dikarnakan kawasan mangrove sangat
bermanfaat bagi masyarakat terutama
bagi nelayan dan telah menyediakan
flora dan fauna salah satunya kepiting
bakau yang sering diburu para nelayan.
Sehingga pengelolaan hutan mangrove
menjadi tanggung jawab Bersama bukan
hanya masyarakat sekitar akan tetapi
peran  pemerintah  juga  sangat
dibutuhkan dalam pengeloaan mangrove
yang berada di KCATB. Namun 20%
responden menjawab setuju dengan

menambahkan alasan bukan melihat
hutan mangrove sebagai tempat ladang
mata pencarian saja dikarnakan kawasan
mangrove yang masuk dalam KCATB
mempunyai  peran penting  untuk
mempengaruhi ekosistem pesisir pantai,
laut hingga daratan. Berbeda dengan
5.00% respoden menjawab netral
dimana mangrove sekitar KCATB perlu
adanya pendampingan dalam
pengeloalan secara bersama-sama agar
perburuan flora dan fauna seperti
kepiting bakau tidak lagi diburu terus -
menerus karna dapat mengagangu
habitat aslinya juga mengangu ekosistem
sekitarnya

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan enam adalah
sebesar 188. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertayaan yaitu 188 /
200 X 100 % = 94%, sehingga nilai
indeks-nya masuk kategori sangat tinggi
hal ini menunjukan bahwa persepsi
masyarakat terkait pengelolan kawasan
mangrove adalah tangung jawab
bersama tangung jawab bukan saja dari
masyarakat akan tetapi dari pemerintah
juga ikut serta. Dalam pengeloalan
kawasan mangrove sekitar KCATB
masyarakat inginkan bahwa dalam
mengelola hutan mangrove sekitar
KCATB bukan saja  mengelola
Kawasan-nya saja melaikan mengelola
sumberdaya-nya juga seperti kepiting
bakau agar dapat dibudidayakan. Hal ini
menjadi perhatian karna secara tidak
langsung penangkapan kepiting bakau
secara berlebihan dapat merusak habitat-
nya dan ekosistem sekitar kawasan dapat
terganggu.

Persepsi masyarakat terkait
penegakan hukum sekitar KCATB dapat
diihat pada Tabel 11.
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Tabel 11. Jawaban Pertayaan Nomor 7
(Tujuh)
Jumlah Presentase

No Tanggapan Bobot Responden Rensponden TXPn
yang memiih Menjawab (%)
SS 5 5 12.50%
S B 13 3250%
R 3 9 2250%
KS 2 13 32.50%
SKT 1 0 - 0
Total Responden + Total
Presentase Responden
Total Skor 130
Sumber : Analiss Data Pnmer, 2020
Kategori 0- 19.99 Sangat Rendah

40 100.00%

20 -39,99 Rendah
40 -59,99 Cukup
60 -79,99 Tinggi

80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi  masyarakat  mengenai
penegakan hukuman pada KCATB,
12.50% responden menjawab sangat
setuju. Karna pada KCATB perlu adanya
penegakan hukum dari pemerintah
maupun masyarakat lokal secara holistik
tanpa memandang status. Selama ini
masyarakat menilai masih lemahnya
aturan-aturan  dalam  mempertahan
KCATB tetap lestari, tak heran jika
beberapa masyarakat dapat masuk
memanfaatkan KCATB secara
berlebihan tanpa melihat batasan-
batasan mana yang perlu dijadikan
tempat penangkapan flora dan fauna
sekitar Kawasan.

32.50% responden menjawab setuju,
responden menilai bahwa selama ini
penegakan hukum sudah memadai.
Aturan-aturan hukum yang berlaku
adalah aturan hukum masyarakat adat
pemilik hak ulayat secara turun temurun.
hukum yang diperlakukan jika oleh
masyarakat adat jika dikenakan denda
sesuia kesepakatan pemilik hak ulayat
bersama nelayan yang sering masuk
menangkap kepiting bakau.

Responden  sebanyak  22.50%.
mengatakan bahwa selama ini aturan
hukum adat kurang berjalan maksimal,
aturan masyarakat lokal pemilik hak
ulayat hanya dijalankan oleh beberapa
masyarakat lokal saja yang peduli akan
kelestarian lingkungan sekitar hak
ulayatnya. 32.50 responden mengatakan

terkait aturan yang dijalankan oleh
masyarakat lokal pemilik hak ulayat
tidak mempunyai dasar hukum yang kuat
untuk menjerat, seseorang jika terbukti
bersalah telah melakukan perusakan
lingkungan sekitar KCATB sehingga
aturan harus dibuat secara mengikat
salah dan tertulis. Sehingga responden
kurang setuju KCATB karna responden
menilai  itu  belum cukup harus
ditingkatkan lagi.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan tujuh adalah
sebesar 130. Dengan angka indeks
persepsi mengenai pertayaan yaitu 130 /
200 X 100 % = 65.00 %, sehingga nilai
indeks-nya masuk kategori tinggi
responden  menilai  perlu adanya
peningkatan dari sisi aturan, selama ini
aturan yang digunakan adalah aturan
masyarakat adat dan dibuat secara
musyawarah bersama masyarakat lokal
(adat). Dengan adanya aturan adat inilah
masyarakat  lokal  mengunakannya
sebagai dasar hukum. Jika seseorang
melangar aturan yang telah disepakati
maka orang tersebut dikenakan denda.
Dilain sisi masyarakat menggangap
bahwa aturan adat secara umum berlaku
pada KCATB, namun itu tidak memliki
dasar hukum vyang kuat. Maka
masyarakat ingin adanya peningkatan
aturan dan memiliki dasar hukum yang
kuat dengan menaikan aturan adat
menjadi Peraturan Daerah (PERDA)
demi menjaga kelestarian KCATB tetap
terjaga.

Persepsi  masyarakat  mengenai
keterlibatan dan perencanaan hutan
mangrove pada KCATB dapat dilihat
pada Tabel 12.
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Tabel 12. Presentase nilai Nomor 8
(Delapan)

Presentase
Rensponden TXPn
Menjawab (%)
SS 5 31 77.50% 155
S B 15.00%
7.50%

Jumlah Responden

No Tanggapan Bobot X s
yang memiih

6

8 R 3 3

KS 2 0

SKT 1 0

Total Responden + Total
Presentase Responden

Total Skor 188
Sumber : Analisis Data Pnmer, 2020

Kategori 0- 19,99 Sangat Rendah
20 -39,99 Rendah

o
cow®

40 100.00%

40 -59,99 Cukup
60 -79,99 Tinggi

80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi masyarakat terkait dengan
keterlibatan 77.50% masyarakat
menjawab sangat setuju dengan adanya

keterlibatan masyarkat dalam
pengelolaan hutan mangrove,
masyarakat lokal dan  masyarkat
transmigrasi, karna  selama ini
masyarakat ~ khususnya  pekerjaan

utamanya sebagai nelayan pencari
kepiting bakau tanpa sengaja masuk
dalam hak ulayat masyarakat lokal, hal
ini  bukan disengaja akan tetapi
masyarakat memang tidak mengetahui
batasan-batasan yang telah ditetapkan
oleh pemilik hak ulayat, berdasarkan hal
ini masyarakat mengiginkan keterlibatan
dalam pengelolaan dan perencanaan
kawasan mangrove pada KCATB agar
dapat mengetahi Batasan-batasan yang
bisa dimasuki sebagai area penangkapan
kepiting bakau. 15.00% responden
menjawab  setuju dengan adanya
keterlibatan masyarakat sekitar KCATB
dalam pengelolaan, responden
mengatakan bahwa dalam pengelolaan
kawasan harus disosialisasikan kepada
semua masyarakat yang berada sekitar
KCATB tanpa terkecuali, akan tetapi
7.50% responden menjawab bahwa
terkait perencanan dalam pemetaan
daerah yang bisa digunakan oleh nelayan
kepiting bakau sudah tentukan,
responden  menilai  bahwa masih
kurangnya keterlibatan  masyarakat
sekitar KCATB dalam mengelola

kawasan dikarnakan masyarakat
mengetahui bahwa hak ulayat mereka
masuk dalam KCATB maka untuk
mengelola ataupun merencanakan harus
berkoordinasi  dengan  Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam hal ini UPT KLHK yang berada di
daerah salah satunya BKSDA.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan delapan
adalah sebesar 188. Dengan angka
indeks persepsi mengenai pertayaan
yaitu 188 / 200 X 100 % = 94.00% %,
sehingga nilai indeks-nya masuk
kategori sangat tinggi, hasil wawancara
masyarakat ingin adanya batas patok-
patok sebagai penunjuk. Daerah mana
yang bisa jadikan sebagai tempat
penangkapan kepiting bakau, daerah
mana yang bisa digunakan untuk
mencari ikan, menurut responden yang
mengetahui  Batasan-batasan  atau
daerah-daerahnya hanya masyarakat
lokal pemilik hak ulayat sedangkan
masyarakat trasmigrasi yang profesinya
sebagai nelayan tidak tahu akan batas-
batas setiap marga yang diclaim sebagai
hak ulayat milik marga tersebut. Maka
perlu adanya pembahasan perencanaan
untuk  membuat pemetaan  agar
masyarakat khususnya nelayan
mengetahui setiap marga-marga yang
mempunyai hak ulayat sekitar KCATB.

Persepsi masyarakat jika KCATB
melibatkan partisipasi pihak swasta
dalam pelestarian kawasan dapat dilihat
pada Tabel 13.
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Tabel 13. Jawaban Pertayaan Nomor 9
(Sembilan)

Jumlah Presentase

No Tanggapan Bobot  Responden yang Rensponden TXPn

memiih Menjawab (%)

SS 5 3 7.50% 15

S 10 25.00% 40

9 R 4 10.00% 12

KS 15 37.50% 30

SKT 8 20.00% 8

Total Responden + Total
Presentase Responden

—_ W

40 100.00%

Total Skor 105

Sumber : Analisis Data Primer, 2020
Kategori : 0- 19,99 Sangat Rendah

20 -39.99 Rendah
40 - 59,99 Cukup
60 - 79,99 Tinggi

80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi  masyarakat  mengenai
partisipasi  pihak  swasta  dalam
pelestarian KCATB, 7.50% responden
menjawab sangat setuju. Karna dalam
pelestarian membutuhkan kerjasama
dari semua komponen salah satunya
pihak swasta juga memiliki andil besar
dalam fungsi pelestarian asalkan tidak
mengambil keuntugan pada sektor
tertentu misalkan pemanfaatn potensi
kawasan secara berlebihan mengambil
flora dan fauna untuk di jual. namun
25% responden menjawab setuju asalkan
pihak swasta menjadi donator dan
mefasilitasi  pembangunan,  sekitar
KCATB salah  satunya  seperti
pembangunan pos jaga yang digunakan
untuk melakukan patroli atau monitoring
kawasan. 10.% responden menjawab
pihak  swasta  yang  dilibatkan
mempunyai Vvisi misi yang jelas dan
bergerak dalam isu lingkungan atau
pemerhati lingkungan yang dapat
memperdayakan masyarakat sekitar
KCATB. 37.50% responden menjawab
kurang setuju dikarnakan jika pihak
swasta dilibatkan dalam pelestarian
maka secara tidak langsung
pemberdayaan SDM sekitar KCATB
tidak dimanfaatkan. 20% responden
menjawab sangat tidak setuju karna
penyerapan keterlibatan masyarakat
lokal atau masyarakat sekitar harus
diutaman dalam pelesatrian KCATB

masyarakat menilai bahwa terkait
dengan pelestarian dan pengeloaan
kawasan harus orang asli yang
mempunyai hak ulayat di dalam
KCATB.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan sembilan
adalah sebesar 105 . Dengan angka
indeks persepsi mengenai pertayaan
yaitu 105 / 200 X 100 % = 52.50%,
sehingga nilai indeks-nya masuk
kategori cukup, hal ini menunjukan
bahwa keterlibatan pihak swasta dalam
pengeloalan KCATB  belum bisa
diterima oleh semua kalangan dengan
beberapa aspek pertimbangan. dimana
masyarakat  lebih mengutamakan
pelestarian berbasis kearifan lokal yang
telah dijalakan secara turun temurun.
namun masyarakat menerima
keterlibatan pihak swasta, yang memiliki
visi dan misi demi pelestarian
lingkungan dan tidak memanfaatkan
KCATB untuk kepentingan pribadi.

Persepsi masyarakat ~ terhadap
dukungan pemerintah daerah dan instasi
terkait dalam pengelolan kawasan cagar
alam kabupaten teluk Bintuni dapat
dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Jawaban Pertayaan Nomor 10
(Sempuluh)

Jumlah Presentase
No Tanggapan Bobot  Responden Rensponden TXPn
yang memith  Menjawab (%)

SS 5 6 15.00% 30
S o 8 20.00% 32
10 R 3 10 25.00% 30
KS 2 12 30.00% 24
SKT 1 - 10.00% 4
Total Responden + Total
Presentase Responden
Total Skor 120
Sumber : Analisis DataPnmer, 2020
Kategori 0- 19,99 Sangat Setuju

20 -39.99 Rendah

40 100.00%

40 - 59,99 Cukup
60 -79,99 Tinggi

80 -100 Sangat Tinggi

Persepsi  masyarakat  mengenai
dukungan pemerintah daerah Bersama
istansi terkait dalam hal ini Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), 15% responden menjawab
sangat setuju karna dalam menjaga dan
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melestarikan KCATB  memerlukan
kolaborasi antar komponen masyarakat
dan  pemerintah  terutama  peran
memerintah daerah guna mendukung
daerahnya agar KCATB tetap terjaga
dan terlindung, sekitar 20% responden
menjawab bahwa setuju dengan adanya
dukungan pemerintah daerah maupun
KLHK dalam ini unit pelaksana teknis
daerah BKSDA sudah menjalakan
tangung jawab dan tupoksinya masing-
masing akan tetapi kegitan atau program
belum berdampak langsung bagi
masyarakat yang hidup sekitar KCATB.
Selanjutnya 25.% responden menilai
bahwa kegiatan atau program yang di
jalankan  Pemerintah  Daerah  dan
BKSDA sudah baik namun kesadaran
masyarakat akan pentinya KCATB
masih kurang.

Selanjutnya 30% responden
menjawab  kurang setuju  dengan
dukungan pemerintah daerah masih
minim untuk memperhatikan KCATB
responden menilai  kegiatan  yang
dijalankan pada KCATB masih sama
dari tahun ke tahun vyaitu kegitan
reboisasi, ada pula 10.00% responden
sangat tidak setuju dengan dukungan
selama ini pemerintah jarang melibatkan
masayarakat sekitar kawasan dalam
kegiatan atau program-program.

Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden pada pertayaan sepuluh
adalah sebesar 120. Dengan angka
indeks persepsi mengenai pertayaan
yaitu 120/ 200 X 100 % = 60 %,
sehingga nilai indeks-nya  masuk
kategori tinggi. Berdasarkan  hasil
wawancara bersama masyarakat lokal
maupun masyarakat transmigrasi yang
berada sekitar KCATB mengatakan
bahwa dukungan pemerintah juga sangat
dibutuhkan, untuk  bersama-sama
masyarakat  berkolaborasi  menjaga
KCATB  dari kerusakan  yang
ditimbulkan akibat perbutan manusia
secara berlebihan. Masyarakat selama ini

telah melakukan upaya-upaya
pelestarian demi menjaga KCATB,
namun  upaya-upaya yang telah
dilakukan dirasakan masih kurang dari
aspek aturan sehingga masyarakat ingin
adanya upaya dari pemerintah daerah
untuk memperkuat sistem penguatan
masyarakat hukum adat melalui regulasi
daerah dalam pengelolaan sumber daya
alam  sebagai  peraturan  daerah
(PERDA), sehingga hak-hak dari
masyarakat adat dapat dihargai dan
memiliki dasar hukum yang kuat dalam
pelestarian, pengelolaan dan
pemanfaatan KCATB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Persepsi  Masyarakat ~ Kampung
Korano Jaya SP2 dan Kampung Banjar
Asoy SP4 terhadap pemanfaatan Dan
Pengelolaan KCATB, dari 10 pertayaaan
yang diajukan oleh peneliti responden
sebagian  besar, setuju  asalkan
pengembangan ekowisata melibatkan
masyarakat ~ dan  dikelola  oleh
masyarakat sendiri terutama masyrakat
pemilik  hak ulayat, sedangkan
keterkaitan pemanfaatan jasa lingkungan
yang bersifat inventaris potensi serta
penelitian sangat diharapkan oleh
masyarakat agar menjadi icon kabupaten
teluk bintuni.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi dan partisipasi antar lain
partisipasi masyarakat tinggi sampai
dengan sangat tinggi dalam pengelolaan
kawasan cagar alam pengetahuan
masyarakat terkait kawasan cagar alam
dan kepedulian masyarakat dalam
kegiatan reboisasi pada hutan mangrove
yang diadakan oleh dinas kehutanan
provinsi  papua barat melibatkan
masyarakat secara langsung mengambil
bagian untuk menyediakan  bibit
mangrove. Serta mengikuti sosialisasi
dampak kerusakan KCATB yang
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diselengarakan oleh PEMDA beserta
LSM lokal.

Strategi tentang keterlibatan aktivitas
masyarakat dalam kawasan cagar alam
antara  lain  koordinasi  bersama
pemerintah daerah dan pemerintah pusat
melalui Kementrian Lingkungan Hidup
dan  Kehutanan  (KLHK).  Serta
melakukan  pendidikan  lingkungan
(Capacity Building) dan peningkatan
kesadaran masyarakat sejak dini.

Saran

Kepada pemerintah pusat dalam hal
ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) dapat melibatkan
masyarakat secara langsung dalam
kegiatan pengawasan dan monitoring
KCATB.

Kepada pemerintah Provinsi Papua
Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan
Provinsi Papua Barat agar dapat
mengidentifikasi aktifitas ekonomi lokal
dan sosial masyarakat sekitar KCATB

Kepada pemerintah daerah agar
melakukan musyawarah adat sekitar
KCATB, guna menentukan batas-batas
wilayah masyarakat adat sekitar KCATB
serta membangun model ekonomi lokal
masyarakat berwawasan lingkungan.
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